PROVINS] BALL

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

bahwa unfulc melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (3], Pasal 23 ayat (3)
dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tenitang Pajalk Mineral Bulkan Logam dan Batuan, peria
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Care Pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ientang
Pembentukun Daerah-daerah Tingkat [ Dalam Wilayah
Dacrah-daerah Tingkat 1 Ball, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Neomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16535);

3. Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratiiran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tfentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lemberan Negara Republik
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5,

9.

-

Indomesia Tahun 2019 Ncmor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398};

Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesie. Nomor 5587) sebageimana tslah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negarz Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomer 4, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Yetentusn Utium dan Tata Cara Pemungutan Pajak Deerah
[Lembaran Hm Repubiik Indonesia Tghun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9950);

Peraturan Pemerinteh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusahe dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2021 Nomor 10,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6622);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
diubah dengani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 208 tertang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Womor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
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Menetapkan

Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Dasrah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

MEMUTUSKAN .

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimeksud dengan :

1
2

3
-

o

8

. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

. Pemerintah Iha:rah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

. Bupati adalah Bupati Buleleng.
. Petugas Pujak edalah Pejabat/Pegawai yang diberi tugas
untuk melaksanakan tugas perpajakan.
. Badan adalah. sskumpulan orang dan/atau meodal yang
merupakan kesatoan, baik yang melakulkan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, persercan lainnys, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, Loperasi, dana pensiun, persekutuan,
perlkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak inventasi kolekiif dan bentuk
usaha tetap.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah vang selanjuinya disebut Kepala BPKPD adalah
. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam
didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
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9.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16,

17.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan
Logam Dan Batuan sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan
Perundangumdangan dibidang mineral dan batubara.
Pmungumadﬂahmmrmgkamnk@mmmulmdaﬂ
penghimpunan date- objek dan subjek Pajalk penentuan
besamya Psjak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepada Wejib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Wajib Pajek adalsh orang pribadi atau Badan meliputi
pembayaran Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai
Perpajakan Daerah.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunekan uniuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Pesraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalab bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukarn desgan menggunakan formulir atau telah
dilakulkan dengan cara lain ke kes Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketstapan Pajak Deerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat keletapan Pajak yang menentukan
besarnya jumisnh pokok Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Deerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKS adalah surat ketetapan Pajak
yang menentuksn besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Deerah Kurang Bayar Tambahan
yang seclanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat
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ketetapan Pajak yang menentuksn tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

18, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selarjutnya
disingkat SKPDLS adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlzh kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang
terutang ataix seharusnya tidak terutang.

19. Surat Ketetapen Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah lredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak. ;

20, Surat Keputusan Pembetulan adaleh surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dagam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Pertindang-undangan Perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKFDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

21, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor vang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewsjiban
perpajakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
mengenai Perpajakan Daerah.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Linglkup Peraturan Bupat ini yaitu:
a. tata cara pendafltaran dan pendataan;
b. bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
¢, tata  cara pembayaran,  penyetoran,  tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
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d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan

yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif;

¢. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;

(L)

(<]

&)

(4)

(S

(6)

BAB I
"TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

_ Pasal 3
Setiap orunEJBadan hukum yang menyelenggarakan
usaha Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
harus mendaftarkan diri ke BFKPD.
Pendaftaran - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan k;rpadn Bupati melalui Kepala BPKPD) sesuai
format formulir pendaftaren scbagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pendaftaran . sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dengan :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk [KTP) bagi Warga
Negarst Indonesia dan fotokopi paspor bagi Warga
Negara Asing;

b. fotokopi Akta Pendirian Usahg;

c. surat {jin usahs; dan

d. surat kuasa dan fotokopi identitas Penerima Kuasa
dalam %hﬂl orang/Badan tidak mengurus secara
langsung pendapatan sebagai Wajib Pajak.

Apabila pengisian formulir pendaftaran sudah diisi dengan
benar dan lengkap, Kepala BPKFD menetapkan NPFWFLD
atas namsa Bupati scbagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak ke
dalam Bulku Register Pendaftaran.

Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan dan
belum mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) makn Kepala BPKPD dapat menerbitkan NPWPD



(1)

(2

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
Dalam hal orang pribadi atau Badan tidalk melaksanakan
kewaiiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka
orang pribadi atau Badan ditetapkan secard jabatan oleh
Kepala BPKPD menjadi Wajib Pajak, sesuai dengan data
dan keterangan yang dimilild BPKFD.
Penctapan sebagai Wajib Pejak  sccara jabatan
sebagaimena dimeksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan NPWPD.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan
NPWPDnya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pgiak memenuhi
persyaratan . . subjeltif dan objektif sesuai ketentuan
Peraturan medaug—undangan mengenai  perpajakan
Daerah.
Terhadap kuw_ajihan perpajakan Wajib Pajak ubagaimana
dimaksud pada avat (3) ditagih dengan mencrbitkan
SKPDKB bescrta sanksi administratil sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
s Pasal 5
Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang
ditetapkan lmrema jabatannys, Kepala BPKPD dapat
melakukan 'pa:nghﬂpusun NPWPD sepanjang Wajib Pajak
tidak memiliki tunggakan Pajek.
Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan datam hal :
a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanys;
b, Waiib Pa,ia.k dilikuidasi karena penghentian atau
panggabﬁn.gan usahanya; atau
c. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh
Kepala BPKPD menunjukkan Wajib Pajak secara
subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi
ketentuan Peraturan Perundang-undangan scbagai
Wajib Pajalk.

Dalam hal Wajib Pajak scbagaimana dimeksud pada ayat
(1) masih memilild tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak
narus melunasi tunggakan Pajak tersebut.
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(4]

(5]

(6)

(1)

Permohonan penghapusan NPWPD digjukan secara
tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian
usahs, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak,
hukt‘.ﬁdakmzmjlﬂﬂnm@}mnmak.dunamt
keterangan daci Perbekel/Lurah bahwa Wajib Pajak sudah
tidal bcrwpnmsi lagi.

Atas p:rmnhmm: Wajib Pajak, Kepala BPKPD melalkukan
penelitian glministrasi atau penelitian lapangan yang
dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.

Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud
peda ayat (S) menunjukkan Wajib Pajale memenubi
p:ru}rnratnn, maka BPKPD menerbitkan Surat Keputusan
penghapusan NSWPD vang ditandatangani oleh Kepala
BPKFD paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan
diterima.

. Pasal 6

Objek Pajsk Mineral Bukan Logam dan Batuan
dan Batuan, yang meliputi;

a. asbes;

. batu tulis;

batu setengah permata;

batu kapur;

bBatu apung

o

batu permata;

bentonoit;

dolomit;

feldspar,

garam batu (halite);

grafi;

granit/andesit;
.glpsi ¥

FTRpEm oA ope

S
"

"'I.D'FCIFIE



)

(3)

(%)

t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan lerikil;
x. pasir kuarsa;
y. periit
z. phospat]
aa. tallg
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat,
ee. tawas (alum);
fl. tras;
g2, yarosif
i. basal / Batu tabas;
ij. trakidt; dan

kk. Mineral- Bukan Legam dan Batuen lainnya sesuai

Dikecualilken dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1] yaitu:

a. kegiatan pengambilan Mineral Buken Logam dan

Batuan yang mnyata tidak dimanfaatkan secara
komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperfian rumah tangga, pemasangan tang
listrik/telepon, pengnaman kabel listrik/telepon,
penanaman pipa air/gas; atau

. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatian
secara komersial,

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu
crang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral

Bulkan Logam dan Batuan.

Wajib Pajek Mineral Bukan Logam dan Batuan ysitu orang

dan Batuan.

pribadi etau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam
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Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Juel sebagaimana dimeksud pada ayst (1) dihitung
dengan mengslikan Volume/Tonase hasil pengambilan
dengan nilai < pasar atau harga standar masing-masing
jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yaitu
harga rata-ratg yang berlaku dilokasi setempat di wilayah
vang bersangkutan.

4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan
Logem can Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sulit dipernish, digunakan harga standar yang oleh
instansi ym.;-g berwenang dalam bidang pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan,

- Pasal 8
Tarif Pajak d:tetnphn sebesar 15% (lima belas persen).
i Pasal 9
Pajak terutang _t!ibjtung dengan cara mengalikan taril Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan dasar
pengenaan Pajakf'nebagaimnna dimaksud dalam Pasal 7,

BAB TV
SENTUX, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN
DENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 10

(1] Kepala BPKPD atas nama Bupati menerbitkan SPTPD.

(2) Wajib Pajek rmenghitung, memperhitungkan, membayar
dan meleporkan sendiri Pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.



(3

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

4

SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jela.a. benar, lengkap, dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Bupati melalul Kepala BPKFD
selambat-lambatnya 15 (ima belas) hari setelah
Apabiln batds waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari
kerja berikuinya.
Bentulk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] tercantum dalam Lampiran I
yang meﬂl:f.kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

) Pasal 11

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun secjak

terutangnya ‘_Pnja.k, Kepala BPKPD dapat menerbitkan

SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.

SKPDKB sebégaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitikan

dalam hal :

a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.
Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;

b. SPIFD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1),
tidak disampailan kepada Kepala BPKPD atau Pejabat
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dslam surat teguran; atau

¢. kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD tidak

Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang

diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

dihitung secara jabatan meialui pemeriksaan Pajak.

SKPDEBT u_anbagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan

dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak
yang terhutang.
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(6)

(1)

@

(3)

(4)

(5)

SKPDN aebagnimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
datam hel hxnlah Pajak yang terutang sama besarannya
dengan ]umLﬂh kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kreﬂlt Pajak.
Format Eﬂ“ﬂﬂ?ﬁ, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran IV yang
merupaken Hagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. =

' Pasal 12
Jumlah kelcurdngan Pajak yang terhutang dalam SKPDEB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hurdf a
dan huruf b-—d.ikar.akan sanksi administretil berupa bunga
sebesar 2% idua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang
kurang atau g,t_._i_arlambat bayar, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua .puluh empat) bulan sejak saat terutangnyz
Pajak. &
Jumlah angan Pajak yang terhutang dalam SKPDKBT
aﬁhaga.iman{t-dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan
sanksi administratilf berupa kenalkan sebesar 100%
{seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), terhadap Wagjib Pajek yang melaporkan
sendiri sebeham dilakukan tindakan pemeriksaan.
Jumlah Pajak yang terbutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud “delam Pasal 11 ayat (2) huruaf c, dikenakan
sanksi administratif berupa kenalkan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambahkan sanksi
adminiltratii_.- berupa bunga sebesar 1% (dua persen)
sebulan dihﬁms dari Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untik jangke waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terhutangnya Pajak,
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dan ayat'(2), harus dilunasi dalam jengka waktu pa]ing
lama 1 [u.tu}’bu]an sejak tanggal diterbitkan.



Pasal 13

Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala BPKPD untuk
menandatangani STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN,
SPPT dan surat keputusan pembetulan.

(1

(2)

(1)

(2)

(3)

q Pasal 14

Bupati atau Kepala BPKPD dapat mencrbitkan STFD,

dalam hal ;

qufakdalammhunbmjalnntjﬁakatauMng
dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pernbayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hit’i;mg; dan /atau

c. Wajib Pejak dikenakan sanksi admiristratil berupa
bunga dan/atau denda.

Jumiah kekurangan Pgjak yang terhutang dalam STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

ditambah Amgnn gsanksi administratif berupa bunga

schesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak

yang Ln.mmg atau terlambat dibayar untuk paling lama 15

(lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

: Pasal 15

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan
kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.
Penyampaian STPD dapat disampaikan kepada Wajib
Pajak melalti Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan
Asli Daerah.

Dalam hal%TPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis
Dacrah Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan
tanda terima disampaikan ke Bidang Pendataan dan
Pelayanan BPKPD untuk diregistrasi/dicatat.



BABV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

(1)

(2

- Pasal 16
Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajalk.
Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau
Bendahara Peaerimaan.

Pasal 17

Apabila pembayaran pajak dilakukan  di Bendahara

Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(1)

(21

(3)

(4]

(S)

> Pasal 18
Pajak wqiang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam
Angsuran dan/atau penundaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan
secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupat
melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
b. NPWPD; dan
c. laporanykeuangan perusahaan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
diteliti umtuk dijadikan bahan dalam persetujuan
perjanjian* angsuran dan/atau  surat  persetujuan
penundaan pembayaran oleh Kepala BPKFPD.
Berdasarkan hesil penclitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak
permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran
Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen)
setiap bularn.
Dalam hal permohonan angsuran sebagaimana dimaksud
pada avat (4) jangka wakiu mengangsur maksimal 24 (dua
puluh empat) kali engsuran.



Pasal 19

(1] Wajib Pajek yang telah membayar lunas Pajaknya
diberikan ESPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

(2} Bentuk d:n isi SSPD sebagal tanda bukti pembayaran
Pajak aehagamwm tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. '

BAB Vi
PEMBETULAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN Yﬁqﬁ TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU
Pﬂﬂsnmw SANKST ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Wajib P&;ﬂi dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati melalui Kepala SPKPD untuk mendapatian
pengurangan atau penghapusan sanksi-administratif.

{2) Pengurangan -atau penghapusan sanksi administrartif
sebagaimana dimaksud padz ayat (1), dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena keskhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

{3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. 1 (satu) permohonan uniuk SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD yang dimohonkan;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalem
Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang
mduhmg permohonannya;

c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan

d. surat permohonan ditendatengani olesh Wajib Pajak,
dan dalam hal surat permchonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus,

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persvaramn
scbagaimena dimaksud pada ayat (3], tidak dapat
dipertimbangian.

'

"



(1)

(2)

(3)

()

(1)

(<)

Pasal 21
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan
pmgnmnﬁn atau pembatalan ketetapan Pajak.

Penguru:ngln' atau  pembatalan ketetapan  Pajak

auhagmmma dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. mmgu:sanglmn atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengui‘angkan atau membatalkan STPD;

¢. membataikan hasil pemeriksaan atau ketstapan Pajak
yang di].a]:sanakan atau diterbitkan tidak sesual
dengari tata cara yang ditentukan; dan

d. mengwrangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan
perﬁmhgngan. kemampuan membayar Wajib Pajak
atena kdndisi tertentu objek Pajak.

Permohonen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berilcut:

a. 1 (satu) permohonan uniuk pengurangan atau
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. mencaritumkan jumlah Pajak yang scharusnya
terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai
dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan

d. da.lam*hai surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus.

Parmohonan  yang tidak memenuhi  persyaratan

sehagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat

dipertlmhangknn
4 Pasal 22

Kepala BPEPD atas nama Bupati harus member

keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka walktu paling lama 6

(enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati

o



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3}

(4)

(S)

tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang
diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikmbulkan.

Pasal 23
Keputusan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 22 ayat (1)
dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya
atau menolak permohonan Wajib Pajalk.
Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupat
melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi
dasar untuk metiolak atau mengabulkan sebagian
permohonan . Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). %
Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan
secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak scbagaimana
dimalesud pada ayat (2).

- BAB VII
* TATA CARA PENGEMBALIAN
+ KELEBIHAN PEMBAYARAN

- Pasal 24
Wajib Pajak dapat mengsjukan permohonan kepada
Bupati melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian
Kepala BPKPD atas nama Bupatl harus memberi
keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) delam jangka waktu paling lama 12 (dus belas)
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
Apabila dalam jangke waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupat
tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihen pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utsng Pajak dimaksud.
Pengambilan « kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
dalam wakt: paling lama 2 (dua) bulan sejak

]



diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (BPMKF).

{6) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(5] tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan deri Peraturan Bupati ini

" Pasal 25
Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan
hutang Pajak lainnyae sebagaimana dimalksud dalam Pasal 24
ayat (4) den ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbulkuan “dan buki pemindahbuluan juga berlaku
sebagal buikti p:an:bayarﬂn

BAB X
 KETENTUAN PENUTUP

S .,

- Pasal 26
Pada seat Perafuran Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 11 Tshun 2017 tentang Tata Cara Pemumngufan
Pajak Mineral -‘.B:m.n Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kebupaten Bulgleng Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan
dinyatakan tidakk berlaku,

w

.

a1



Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulsj berlaku pada tanggsl diundangkan.
Agar  setiep  orang mengetahuinya, memerintablan
pengundangan Peraturan Bupali ini dengan penempatannya
ddlam Berita Deerah Kabupaten Bulsleng.

Bimkan di Singaraja

hadia tanggall 0 Mei 2022
PATIBULELENG,

Diundangkan di Singnraje
pada tanggallG Mei 2022
SEKRETARIS DAER&H ‘KABUPATEN BULELENG,

'BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR30

=7 wsal Fr. s s

e !.,... ] 11.-|1| r

-‘-.1:'!- EITECATIRR=0 8 R
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG _ _
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN
|
Ty Nomnor fommlic
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
PEMILIK USAHA
RADASS f Repmila Y &
& Bupss Buleleng b
engoeiolann Reusngun dan Pendapatan Dacrab (. Kepala Badun Pengely
m?::m m':.:";; ' Keuangin dun Pendapatan Deccah
7 6 gurab Rai oo, 2/ (0362) 2301977 Singamin :Kagtiq;mm‘ﬂtﬁﬁma
Temipat
DATA WAJIB PAJAK DAERAH |
EETERANGAN mmum
1. WNamo wsaha
2. Alsmot usaha
3. Telepon usahe
4. Nama pemilikipengelols
5. Alamut pemililpengslola
6. Teiepon pemilik L
egars : 1 WNI ] WNA
; T it A CJ__PASPORT
— ! — _
- Surat izin tempas usahe N sl o e iaa b i Lalga
- Smﬂiﬁn 1 a-'pu..';-.-*ﬂﬂ & i q--l_g! . - o
- Dperasi muin) b el Y et R A I LA b e a4 NER S A AL pas s n s v ur
-  Denah lokest e e Tas A v il by r e s W M P A T p e n e g
10. Bidang unsha 1 :
10.1 Hotel
10.2 Restaurant
10.3 Hitmran
. 10.4 Ajr tannh
| 10,5 Mineral Bukun Lofsmn dan Batonn
10.6 hmmubkmnﬂhﬁmgmhnmhmdhm“tm |
|

Wajib pajak

Nama jelas

I Esines Sastl Bengan Aoles
Kepuls Rasiag Hikum -~




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPAT| BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
SATUAN

Mamn Uszka

Abmmsl i

y By ULELENG,

S SURADNYANA [




LAMPIRAR I

PERATURAN BUPATI BULELENG
. NOMOR 30  TAHUN 2022
TENTANG |
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
_ BUKAN LOGAM DAN BATUAN
FEMERINTAH EABUPA TEN BULELENG No. SPTPD
@ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN |\ .0 o
TL Wguirahh Bal No; 2TTp: /P (0362) 3300997 Singaras Tatmun Pejak
SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK : MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada :
“ Yih. Kepala Badan Peagelolsan Kevangan
dan Peodapatan Dasrah Kab. Buicleng
di-
Singarmia
PERHATIAN - ) |
1. Hosop dilsl dalaim eamgiap 3 (tiga) diulis dengan burul ceialk / digetlk dilampickn dita peadulning tanssksi, dan
tanggal dan bulan sesuni depgen Masa Paiulc " ——
el il dongan dars bepar dun lenghmp, dindezngan] selanjuinys disempaiion bemball kepa |
' ;f;t!ﬂlm Wﬁmpﬂm Trsorali Knbupaien Buleleng sclambat-lambataya 15 (lma belns) hari selelnh
berakhirsya Mass Fajsk
3, Apabiis pengisian dan penyampsian tdek dipesiohl maka peneliphn Pajex divifung securs jebaisn dap dikensian
sanksi adminisatf berdesrkan pemmmn perundsng-undangan Pajak Daersh.

HEWID
TENTS USAHA
ALAMAT USAHA : ' PEMILIE -
TELEPDN USAHA T i PEMTIT =
PELAKEANAAN PEMBUKIAN [ manuar [ xomeuTER
! M3
0. Rp.
E. 2
F, : Bop
G. _Paisk yang telah dibayar : Rp
H._ Pajak yang kusnng / lebih bayar : Rp
Singamia......conprrernees Tahun...........s M
FEMILIK f PENGELOLA
| | | |
Disi oleh Penorung Diist ok Petugzes Peaghitang
DITEEMA TANGGAL i
MAMA FETUGAS
TANDA TANGAN :
MENGETARUL:
An KEPALA BADAN PENGELOLAAR REUANGAN DAN KEASUHID

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

EAMID .
ean Sesusl D AsSimm

¢ Shndn Bayyt o S M
T PAENQTA S LT nI 1 e




" LAMPIRAN TV
e PERATURAN BUPATI BULELENG
. NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN
;e BATUAN

&. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Eurn_ngﬂmr

PEMEMEN TAHAN KABLRATEN BULELERE . mmrnmm rm D RAM WURANE
ummtmmwmmmmmm BAYAN) f | T | { IJ
DASEREM ‘e 'Il-n pajak

WA PATEN SULLLENG < | Tuden £
hﬂﬂﬂhmmﬂu :

wim |

L Barlesar P Pasal 07 Undsng Lndnng No. 38 Tebwn 2000 taleh dijejuban penafirin san; s penrin s Jta wetarahgan ldin

Mo, Unat

atin peiakearnzen Kewaibam
Kode Pajib ’ T A O
Marma Palak H
I Dkl pemeilisann atou REtirangen |ﬂtmm penghitungan jumiah yang masih herus diaye: sdalsh sebpgal bactiug
1. Dasaf pangansen
2 Paluk yang tendang nn.
j Krads Pajsk
e Hompenssl kelebilhan dod tahun sebalumnye Ro.
B, Setoran veng disiaston l.p.
R 15 . ]
. iumish Pajk mhpﬂde Ap
A, Jurleh kesunengan pem s, nnlal?mlﬂ-id} A,
5. Sanksl Admieisratll
b Hings fo.
B, Wenakan fp,
e lumbih uﬂulndmlmmﬁrll-lﬂ . L]
£ Dunbeh g mes b dibayes (4e5z) nz

meegaamadt | = & |
| FERIATIAN L
L. iarso pesyeioesn dlakiden muiel Bandsham Pepsrimen | Saden Pungsiolian Ssangen dan Fandapatin Dearsh Mab Buieeng)

dangen mengpenakes sutet setornn palik deersls (5520)
. Tetlemiet merreior e tarpaal bates presyniernn terpktir dilenshen derda sesunl dangan Misstunan Desrah yang bierlaka

—_— . hmhlE
Knpain Eatan Fengeiol2en Keangen dl'll‘mrt Caermh
= Eshugaten Bylplesg

Pén.
~Gunting digini
. Mo, KPOEET .
TANDA TERINMA
NIWED . el b e 1 e
Nama e s T ———
Alwmat L ———
PR N |, ||/ | FE——
Yang materima
{- e ]




b. Contoh Surat Ketelapan Pajak Daerah Rurang Bayar Tambshan

Tanggal jatuh tempo :

No. Urut
SEMERINTAMAN KABLPATEN BULELENG - SKP DKBT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN " {SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAN T T T i
PENDAPATAN DAERAM . KURANG BAYAR TAMBAHAN)
CABUEATEN BULELENG hasa pajak
N il no. 67) 3301577 Singatajn | Tubun
MNama H -
Alamat : .
NPWPD : [ ] O 5 G A

Tenggal jatuhtempo = ______

L Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Mo, 18 Tahun 2009 taloh dilakuimn penalitdun dan/ atey
pumeriksagn atay katerangan kin atns pelaksanaan kewajiban :
Kode Pajok : N T A O I
Nama Pajak :

I,  Daripamariksaan atau keterangan lain tarsabut diatas, panghitungan jumiah yang masih harus
dibsyar adalnh sebagal barikut :
1. Oese pengomsan Hp.
2. Pajakyang terutsng Rp.
3. Krodit Pdjak:

5. Xompensasi telebihan dar hﬁm sehelumnyas Rp,

...,;|.'-..

-

b Satersn yeng dilakuken Ry
c. Lalndain RP.
4. lumiah Pajakyang dapat dikreditles (a+b+<) ip.

4. Juminh kekurangan pembayaan pw:-l paish (2-3d) Rp.
5. Sanish Admiinistratit :

a. Bungs Rp.
b. Hepatkun Ap.
o Jumiah snks administmstf {ab) RO
& Jumiah yeng masth harus dibsyae (8452) _ fp
Dengan huruf |

_PERHATIAN

1. Harap penyetorsn diakukan melsiul Bendaham Penerimaan Badan rengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Ozersh Kah, Bulsleng denzan menggunakan Surat Setoran Pajek Daerah ($50D).

2. Terlambat menyetor darl tanggal batas penyetoran terakhlr dikenskan denda sesus| dengan
peraturan daerah yong berfoki.

L

s et iy CRIWAT mistise

Kepals Baﬂan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dasrsh

Kabupsten Buleleng
| Mip.
Sundlng dislat
_ Ho, SHPDEBY — . .
TANDA TERIMA
HFWFD HE S ——— T T TP T S
Mama H S
Alamat W mp—" A |
T,
Yang mooprima
| —— 3




¢. Contoh Surat Ketetapan Pajak Dagrah Nihil

“PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG SKPDN f Mo Urue
FEMDAPATAN DAZRAH i B Tabun !
FAGUPATEN SLILELENG “f
UL Ngursh Rl hs- 2 / (0363) 1801977 sirgaraty
tama
Alamat :
NPWPD SO 1 [ 122 0 O O
|.  Barda=arkar Passl.... Undnnﬂﬂ&lrﬁ no: 28 tahun 2009 tulah dilalukan pameriksaan atau
ksterangyn lain atzs pe}ﬂl{ani_Fi@iiE[n -
Ayat Pajak :
Nama Pajak - _
il,  Darl pemerlksann atay keterangan i tersabut diates, penghitungan jumiat yang masih harus
dibayar adalsh sebagai berilt & |
1, DasarpengeEnaan Rp,
2 Pajsk yang terutang Rp.
3. Krecht Pajek _
a. Kompensasi kelebivan darf tahun sebelumnim Ap.
b. Setoranyangdilakukan " © Rp.
e Lale-lain Rp.
d. STP(pokok) Rp.
e, Jumlah yang dapat dilreditkan (a+biced) Rp.
4. Jumiah yang masih harus dibayar (2-3¢) R, NIkl
----- w;‘...;‘r‘hu"mhr—..uuﬁl B
Kepals Badan Pengelolazan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulaleng
N
gunting disini -
No.STPD
TANDA TERIMA
NFWPD o
Narma . - il .|
Alzmat - e :




LAMPIRAN V/
PERATURAN BUPATI BULELENG

: NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN FAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN
| FIENERIN T ARAN KABUPATEN DULHLENG SSPD
AADAN PENGELOLAAN KEUARGAN DAN (SURAT SETORAN PAIAK DAERAH)
PENDAPATAN DAERAH TSN L1 os s vserprmssrmers smssmtes
LARUPATEN BULELENG
Il Keurali Bl e A ETY A AG10TT !!Euh
“WEma .
Alpieat 1
Jonls ponusnguios ' -
NEWED A 0
Mesivetir Bardssickan™) SKPD STPe [ Lain-Iain
SEPIE S¥X Pembetelan
SKPOEBT SK Reberstan
: Viasg Puisk - B 1T
M Moaner Fokokt ks qim Jumizh:
PyOm—— Pk Beads Ry
| Jumbsh selocan pejik
Deelipan Huruf I :
Ruang untlk tersan Diterima olel, |Ju:r:m
Kas Registor Polugas Tempat Pembayaran |
Tanda Tangen Tanggsl - Peayetoran
Pelugus Penerima Tunds mngan |

*)Beri anda pads kotsk  [_] sesusi dengsn ketetapan yung dimiliki
MODEL, DPD -12

W PR I T
I;-‘:'F“ n.f |'.!'.: v .'{

j'.h.-_ =l i L

& Moda B
| MDA 2136



LAMPIRAN V1
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 30 TAHUN 2022
'TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
' MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN
| ;.  SKFDLD N Urut
FEMERENTAHAN EABUPATEN BULELENG (BURAT E!.‘mmrm PAJAK DAERAH
HADAN FENGELOLAAKN KELUANGAN DAN " LEBTH BAYAR ) E l |
PENDAPATAN DASRAR Masn pajik
RABUVPATEN BULELENG Talnn
1, Njpurly Fai £ J;ﬂl&!} IHITF sinpEsa
Mo
Alzimgy H
NPRTD - DDZEEEDZI o
:!M Lnlist toempin ¢
Berdzscrian Pasa) 69 Undang-Uniang Mo, ﬂmmm dilskulies proeriksaan sty Keterargas likn sl
pelabsanams bewilhan - y
mﬂ_‘é‘; : A
n. Dﬂmmhwummw Jurmlab Jolish Yaizar wang sehanunyn dosi mitang
dfboyar edelaly sebhngs Do
I. - Desmrpangesasn - Ry
2 Paiok yangtErltang 2 Ep.
B Foredit Paleic:
t Sexgran yang dilukukan El?:
= Dﬂ.mhnnpmunﬁ kelehilmn kestsmn (asb2v) ﬁp.
yag i dalang Mimang Pajk |
4. Junldl kelebibea piesiiayznin pduthiﬂ: 34-2) Rp.
5. Somksl Adnshuisud]
e flags Rp
b Kesiall=zn Hp,
e Fuminly saricl nesinimeaif (e4h) ' Rp
6 fumildh lehik boyar yang sebarseys Sk sentiutyg (S} By
Desgan binef | = ' ]
...................... TR ooy
Eegsla Badin ﬁngilﬂadnEmnuduu Pﬁﬂlpm Dzl
Fstupaien Baleiong
| N
_Glnting Dislni
PWED
T ' ——C T T
Aluma R MU W N W1 e it A

ﬁ:-‘rm-&ﬁﬁl Dange falens
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